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Jakarta - Investigasi merupakan salah satu strategi atau cara seseorang ataupun
sekelompok wartawan dalam mendapatkan informasi dan data yang diperlukan
untuk mengetahui secara persis, detail, dan mendalam tentang suatu gejala,
fenomena, fakta, kejadian, dan/atau perkara. Dalam implementasi di lapangan,
investigasi dapat berbentuk peliputan terbuka, dapat juga dilakukan secara
tertutup atau rahasia. Untuk yang terakhir ini, umumnya dilakukan oleh para
jurnalis senior dan terlatih, karena resiko yang dihadapi umumnya cukup tinggi.



Tindak pidana korupsi (Tipikor) adalah salah satu obyek liputan yang cukup
beresiko. Hal ini umumnya disebabkan oleh kesulitan mendapatkan narasumber
yang dengan terbuka dan sukarela memberikan informasi dan data yang
dibutuhkan dalam pengungkapan kasus tipikor. Perlawanan dari para terduga
pelaku tipikor yang diinvestigasi tidak jarang dilakukan dengan tindak pidana
kekerasan, pengancaman, dan bahkan pembunuhan terhadap wartawan yang
melakukan investigasi.

Unsur-unsur tindak (delik) pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur
yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi [1]. Kedua pasal itu selengkapnya berbunyi sebagaimana berikut
ini.

_“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua
puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak
satu milyar rupiah.”_ (Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999)

_“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur
hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling
banyak satu milyar rupiah.”_ (Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999)

Merujuk kepada Firman Wijaya, unsur-unsur delik pidana korupsi yang terdapat
dalam pasal 2 UU PTPK tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Secara melawan hukum,;

3. Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara itu, unsur delik pidana yang termasuk kategori korupsi sebagaimana
pada pasal 3 UU PTPK, adalah:

1. Setiap orang;

2. Menyalahgunakan wewengan dan jabatan;

3. Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bagi seorang jurnalis, penting sekali artinya memahami pengertian unsur-unsur
delik atau tindak pidana korupsi, antara lain untuk:

1. Untuk menyusun analisis awal dugaan adanya tipikor;

2. Dapat menguraikan perbuatan orang (orang-orang) yang diduga telah
melakukan tipikor;

3. Merancang dan menyusun pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, pakar,
para pihak terkait, dan orang/pihak yang diduga melakukan tipikor;

4. Menuntun seorang jurnalis/investigator dalam melakukan tugas investigasi;



5. Menyusun laporan hasil investigasi, baik dalam bentuk jurnal, essay, features,
maupun hard-news, baik berbentuk karya tulis, karya foto, karya video, maupun
pesan audio;

6. Membangun argumentasi ketika menghadapi pernyataan dan pertanyaan
kritis, maupun komplain dari pihak-pihak tertentu.

Sebagaimana telah disinggung di atas tadi bahwa kegiatan investigasi terhadap
dugaan tindak pidana korupsi memiliki konsekwensi dan resiko yang cukup tinggi
dibandingkan dengan kegiatan peliputan lainnya. Untuk itu, seyogyanya para
wartawan mendapatkan perlindungan dari negara dalam menjalankan setiap
aktivitas kewartawanan, teristimewa pada obyek liputan yang memiliki resiko
besar.

Peraturan perundangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap jurnalis
Indonesia dalam melakukan tugas-tugasnya sudah cukup memadai. Pasal 8
Undang-Undang Nomor 4- tahun 1999 tentang Pers sangat tegas menyatakan
bahwa: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan
hukum” [2].

Pelarangan wartawan atau jurnalis untuk melakukan peliputan terkait kejadian,
peristiwa, fakta, dan fenomena di masyarakat dan dimanapun di negeri ini
merupakan pelanggaran terhadap pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999
tentang Pers. Dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap orang yang secara
melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat
menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan
penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Yang dimaksud
penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi
informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau
peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban
melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan
jurnalistik. Lagi, dalam pasal 4 ayat (3), jelas ditegaskan bahwa pers nasional
mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan
informasi.

Jika terjadi pelarangan, penghambatan, bahkan hanya berbentuk teguran untuk
tidak melakukan peliputan, maka pihak-pihak yang menghambat wartawan
melakukan tugasnya itu dapat diproses secara hukum. Mereka ibarat virus
Corona yang sangat berbahaya, yang dengan ganasnya menggerogoti
kehidupan demokrasi di negeri ini.

Sebagai saran yang cukup baik bagi para wartawan, khususnya jurnalis
investigasi, sebaiknya Anda cetak (print-out) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang
Pers, dan bawa serta kemanapun di saat liputan. Jika ada oknum petugas, warga
masyarakat, atau aparat yang melakukan pelarangan atau penghambatan dalam
peliputan, maka bacakan saja Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 itu, dan jelaskan
isi Pasal 4 ayat (2) dan (3), serta Pasal 1 ayat (8) yang terkait dengan kata
‘penyensoran’. Kita juga perlu melakukan edukasi terhadap aparat, petugas,
warga, dan siapapun dimanapun tentang Pasal 18 UU Pers ini.



Selain itu, perlu juga dibudayakan sebuah pola kerja yang mendahulukan
keselamatan dan kesehatan kerja dalam peliputan, terutama terhadap hal-hal
yang beresiko tinggi seperti investigasi tipikor. Kerjasama dengan rekan sekerja,
rekan sejawat, kerja dalam team, serta pelibatan pihak berwenang di wilayah
peliputan sangat dianjurkan. Dengan demikian, kerja-kerja jurnalisme yang
dilakukan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan terjaga keselamatan diri para
peliput-investigasi tipikornya. (*)
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